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ABSTRAK 

Sistem tilang elektronik (E-TLE) mulai dilaksanakan di Kota 

Bandar Lampung sejak 23 Maret 2021. Tujuan penerapan E-TLE 

adalah untuk mewujudkan efektivitas penegakkan hukum, jaminan 

asas transportasi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara ilmiah 

berdasarkan hasil bukti pelanggaran. Mekanisme E-TLE ini 

menjadikan proses penindakan tilang menjadi lebih praktis karena 

pelanggar yang terkena sistem E-TLE tidak perlu mengikuti 

persidangan seperti tilang manual. Pelaksanaan sistem E-TLE dengan 

menggunakan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di Kota 

Bandar Lampung ini dilatarbelakangi oleh dua orientasi, yaitu 

mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas dan upaya meningkatkan 

nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP) dari denda tilang. 

Sehingga dengan diterapkannya E-TLE diharapkan dapat menekan 

angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis 

merumuskan masalah yaitu: 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan 

sistem E-TLE dalam mengurangi  tindak pelanggaran lalu lintas di 

Kota Bandar Lampung? dan 2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah 

Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar 

Lampung?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas pelaksanakan sistem E-TLE dalam mengurangi 

pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan bagaimana 

pandangan Fiqh  Siyāsah Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan sistem 

tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas 

pelaksanaan sistem E-TLE dalam megurangi pelanggaran lalu lintas 

sudah efektif namun belum bisa maksimal karena beberapa faktor 

seperti dari segi sarana yaitu terbatasnya jumlah kamera tilang 

elektronik yang digunakan  serta dari kesadaran masyarakat yang 

masih kurang mengenai mekanisme sistem tilang elektronik (E-TLE) 

dan patuh dalam aturan berlalu lintas sehingga menyebabkan angka 

pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung cenderung 
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meningkat. Satlantas Polresta Bandar Lampung sudah melakukan 

upaya dalam memaksimalkan pelaksanaan sistem E-TLE di antaranya 

dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat melalui media massa 

seperti radio, koran, dan media sosial.  Menurut pandangan Fiqh 

Siyāsah Tanfidziyyah pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di 

Kota Bandar Lampung sudah tepat dan  memenuhi tujuan dari Fiqh 

Siyāsah Tanfidziyyah. Kebijakan pelaksanaan sistem tilang elektronik 

(E-TLE) ini dibuat untuk memberikan kemaslahatan secara umum 

sekaligus sebgagai upaya untuk menerapkan Maqᾱṣid Syari’ah 

melalui ketaatan dalam peraturan berlalu lintas. 

 

Kata Kunci: Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah, Pelaksanaan, Sistem Tilang 

Elektronik (E-TLE).  
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MOTTO 

 فَئِنْ ۖ  ََا ؤََُّهَا الَّذَِنَ آمَنُىا ؤَطُِعُىا اللَّهَ وَؤَطُِعُىا الرَّضُىلَ وَؤُولٍِ الْإَمِرِ مِنِكُمِ 
ٍِءٍ فَرُدُّوهُ إِلًَ اللَّهِ وَالرَّضُىلِ إِنْ كُنِتُمِ تُؤِمِنُىنَ بِاللَّهِ وَالَُْىِمِ  فٍِ تَنَازَعِتُمِ شَ

تَإْوَِلًا وَؤَحِطَنُ خَُِرٌ ذَٰلِكَ ۖ  الْأخِرِ   

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.  

(Qs An-Nisa [4]: 59) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – 

Nomor: 0543/b/u/1987 Tentang  Transliterasi Arab Latin. 

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti 

pedoman sebagai berikut : 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ Es (Dengan titikdi atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ
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 Dal D De د

 Żal Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ظ

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik ص

di bawah) 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik ض

di bawah) 

 Ṭa‟ Ṭ Te (dengan titik ط

di bawah) 

 Ẓa‟ Ẓ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 wawu W We و

 ha‟ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

ٌ Ya‟ Y Ye 

 

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta‟aqqidīn متعقدَن

 Ditulis „iddah عدة
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3. Ta’Marbūţah 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Hibbah هبة

 Ditulis Jizyah جسَة

 

b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, 

dan dammah dituis t 

 Ditulis Zakātul fiṭri الفطر زكاة

 

4. Vokal Pendek 

  ِ - Kasrah Ditulis I 

 

 ـَ

Fathah Ditulis A 

 

-ُ 
 

Dammah Ditulis U 

 

5. Vokal Panjang 

Fathah + alif 

 هلُة جا

Ditulis Ā 

Jāhiliyyah 

Fathah + ya‟ 

mati 

 َطعً

Ditulis Ā 

Yas„ā 
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Kasrah + 

ya‟mati 

 كرَم

Ditulis Ī 

Karīm 

Dammah + 

wawu    , mati 

 فرود

Ditulis Ū 

Furūd 

 

6. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ 

mati 

 بُنكم

Ditulis Ai 

Bainakum 

Fathah + 

wawu mati 

 قىل

Ditulis Au 

Qaulu

n 

 

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan 

Dengan Apostrof 

 Ditulis A‟antum ؤؤنتم

 Ditulis u„iddat ؤعدت

 Ditulis la՚in شكرتم لئن

syakartum 
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8. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

-Ditulis al القرآن

Qur‟ān 

-Ditulis al القُاش

Qiyas 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah serta menghilangkan huruf l 

(el)nya 

 Ditulis as-Samā՚ الطماء

 Ditulis asy-Syams الشمص

 

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوي
 الفروض

Ditulis Żawī al-

furūd 

-Ditulis Ahl as الطنة ؤهل

Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian 

sangat penting dan diperlukan karena hal ini tidak lain adalah 

untuk menghindari sesuatu kekeliruan dalam memahami suatu 

judul, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau 

definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah 

“TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFIDZIYYAH 

TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM TILANG 

ELEKTRONIK (E-TLE) DI KOTA BANDAR 

LAMPUNG (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar 

Lampung)”  

Adapun beberapa hal pengertian yang perlu dijelaskan 

sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil 

meninjau pandangan, pendapat (sudah menyelidiki atau 

mempelajari).
1
 

2. Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah 

Fiqh Siyāsah merupakan salah satu aspek dalam 

Hukum Islam yang membicarakan pengurusan serta 

pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara untuk 

mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.
2
 Siyāsah 

Tanfidziyyah  merupakan Fiqh Siyāsah yang membahas 

tugas melaksanakan undang-undang.
3
 Permasalahan yang 

ada dalam Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah adalah hubungan 

antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya berada dalam 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam 

masyarakatnya. 

 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4. 
3
Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta; Kencana, 

2014).158 
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3. Pelaksanaan  

Merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan.
4
 

4. Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) 

Adalah implementasi teknologi untuk mencatat 

pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara 

elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan 

ketertiban dalam berlalu lintas.
5
 

Berdasarkan beberapa istilah-istilah di atas, dapat 

dirumuskan bahwa yang dimaksud uraian judul adalah suatu 

pandangan  Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah terkait dengan proses 

pelaksanaan inovasi teknologi secara elektronik dalam 

mencatat pelanggaran berlalu lintas demi tercapainya 

keamanan, ketertiban, keselamatan, serta kemaslahatan para 

pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah. 

Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan 

raya yang dilakukan oleh pemakai jalan cenderung 

mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu 

lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas 

mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu 

lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, 

parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, 

tanpa surat dan kelengkapan kendaraan seperti Surat Izin 

Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK), dan lain-lain.
6
 Pelanggaran lalu lintas tidak dapat 

dibiarkan begitu saja kerena berdasarkan data yang dimiliki 

Polresta Bandar Lampung  pada kegiatan Operasi Zebra 

Krakatau 2022 di Kota Bandar Lampung, rata-rata 

pelanggaran yang dilakukan pengendara mencapai 850 per 

harinya. Terdapat 10.780 teguran yang diberikan kepada 

                                                           
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Pelaksanaan,” Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2023. 
5 Satlantas, “ETLE Polda Lampung,” Polda Lampung, 2021. 
6 dkk Setiyanto, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi 

Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang),” Jurnal Hukum Khaira 

Ummah Vol. 12, no. 4 (2017): 742–66. 
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pengendara yang masih melanggar peraturan dalam berlalu 

lintas. Pelanggaran ini masih sebatas teguran di sejumlah 

daerah yang belum menggunakan E-TLE.
7
 Seperti yang telah 

dikatakan oleh Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Lampung 

dalam Kupastuntas.co, : 

Dari tanggal 3 sampai 15 Oktober 2022 

pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau terdapat 10.780 

teguran dan 266 terkena tindakan E-TLE statis. Jadi 

total keseluruhan pelanggaran yang dilakukan mencapai 

11.046 baik E-TLE maupun teguran. Adapun 

pelanggaran ini didominasi oleh kendaraan roda empat, 

pengguna helm tidak sesuai standar dan pengendara 

yang melawan arus.
8
 

 

Salah satu faktor penyebab timbulnya pelanggaran 

dalam lalu lintas di antaranya adalah kondisi rambu-rambu 

lalu lintas, jumlah kendaraan, keadaan  kendaraan, dan 

manusia sebagai pemakai jalan yang tidak patuh terhadap 

peraturan lalu lintas. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi 

penyebab timbulnya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. 

Mengingat dampak besar yang disebabkan oleh pelanggaran 

lalu lintas maka diperlukan sebuah strategi dan langkah-

langkah yang efektif dan lebih baik seperti perbaikan sistem 

administrasi, mekanisme serta prosedur penindakan 

pelanggaran lalu lintas. Seiring dengan perkembangan 

teknologi yang berdampak ke berbagai bidang kehidupan 

masyarakat, kemajuan itu juga masuk ke dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu  langkah 

pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah dengan 

melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban 

dan keamanan. Hal tersebut menuntut kesigapan dan kesiapan 

seluruh instansi pemerintah, termasuk kepolisian untuk segera 

beradaptasi dan menguasai teknologi guna memenuhi harapan 

serta kebutuhan masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu 

                                                           
7 Andrius Martogi Pinem, “Operasi Zebra Krakatau 2022, Rata-Rata 

Pelanggar Di Lampung Sebanyak 850 Per Hari,” Kupastuntas.co, 2022. 
8  Ibid. 



4 

aparat penegak hukum di Indonesia yang berfungsi 

mengayomi masyarakat dan menegakkan aturan hukum yang 

dalam hal ini adalah aturan dalam berlalu lintas. Guna 

meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik, kepolisian 

bekerja sama dengan pemerintah  mengeluarkan tindakan baru 

dalam penegakkan tertib lalu lintas salah satunya penerapan 

Tilang elektronik yang kini dikenal dengan sebutan E-Tilang 

atau E-TLE.  

E-TLE merupakan digitalisasi proses tilang dengan 

memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang 

akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian 

dalam manajemen administrasi.
9 Electronic Traffic Law 

Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik akan berlaku 

serentak secara nasional pada tahap I, persisnya di 12 Polda di 

berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 244 kamera E-TLE 

yang akan diluncurkan di 12 Polda jajaran di Indonesia 

dengan rincian yakni:  98 titik Polda Metro Jaya, 56 titik 

Polda Jawa Timur, 21 titik Polda Jawa Barat, 16 titik Polda 

Sulawesi Selatan, 11 titik Polda Sulawesi Utara, 10 titik Polda 

Jawa Tengah, 10 titik Polda Sumatera Barat, 8 titik Polda 

Jambi, 5 titik Polda Lampung, 4 titik Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 4 titik Polda Riau, dan 1 titik Polda Banten.
10

 

Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV 

(Closed Circuit Television) di beberapa titik lokasi lampu 

merah untuk memantau keadaan jalan. Dengan kemajuan 

teknologi inilah kepolisian Indonesia berharap  seluruh proses 

tilang akan lebih efisien. 

Terkait penerapan E-TLE di Bandar Lampung, ada lima 

titik lokasi yang dipasang E-TLE dan 10 titik dipasang kamera 

pemantau. Ada pun lima titik lokasi yang dipasang kamera E-

TLE yakni
11

 : 

                                                           
9 Yudi Muhammad Irsan, “Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan 

Menggunakan Rekaman CCTV (Clossed Circuit Television)” (Skripsi, Fakultas 

Hukum, Universitas Lampung, 2018), 3. 
10 Dewy Indriyana, “Tilang Elektronik Berlaku Nasional, Begini Cara Kerja 

ELTE Dan Mekanisme Penilangan,” politeia.id, 2021. 
11 Konten Media Partner, “ETLE: Serba-Serbi Sistem Tilang Elektronik Di 

Bandar Lampung,” Lampung Geh, 2021. 
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1. Jalan Sultan Agung – Jalan Kimaja, Way Halim 

2. Jalan Cut Nyak Dien – Jalan Tamin, Tanjung Karang Pusat  

3. Jalan Pattimura, kamera berada di lampu lalu lintas Rumah 

Makan Begadang Resto 

4. Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton dengan penempatan 

kamera pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) 

Universitas Bandar Lampung, dan  

5. Jalan Kartini, Tanjung Karang dengan penempatan kamera 

di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Rumah Makan 

Garuda. 

Tujuan penerapan E-TLE adalah untuk mewujudkan 

efektivitas penegakkan hukum, jaminan asas transportasi dan 

kepastian hukum yang dibuktikan secara ilmiah berdasarkan 

hasil bukti pelanggaran. Seperti yang telah dikatakan oleh 

Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno dalam 

portallnews.id bahwa : 

E-TLE ini juga sebagai bentuk kontribusi Polri 

dalam menwujudkan masyarakat kota Bandar Lampung 

khususnya, dan masyarakat Lampung seluruhnya nanti 

sebagai smart city dan sejalan dengan reformasi 

birokrasi. Sistem tilang elektronik ini akan memberi 

dampak tertib administrasi kepemilikan kendaraan 

bermotor. Meningkatnya budaya tertib masyarakat 

dalam berlalu lintas karena adanya deterrence effect 

atau efek gentar dari penerapan E-TLE dan menjadi 

trigger support pada program pemerintah. Penerapan E-

TLE juga dapat meningkatkan PAD di wilayah 

Lampung dalam sektor pajak kendaraan bermotor.
12

 

Penerapan E-TLE memiliki landasan hukum yang kuat 

yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik Pasal 5. Pasal 272 

UU LLAJ menyebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan 

                                                           
12 Portall news, “Polda Lampung Terapkan Tilang Elektronik Mulai Hari Ini,” 

portallnews.id, 2021. 
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penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.
13

  

Mekanisme E-TLE ini menjadikan proses penindakan 

tilang menjadi lebih praktis, karena data dari kamera CCTV 

terintegrasi langsung dengan back office Traffic Management 

Control (TMC) Polda Metro Jaya untuk kemudian dilakukan 

verifikasi sehingga menghindari adanya kekeliruan data. 

Pelanggar yang terkena sistem tilang elektronik ini juga tidak 

perlu mengikuti persidangan seperti tahapan tilang 

konvensional, pelanggar cukup membayar denda via bank.
14

 

Adapun mekanisme pemberian surat tilang elektronik ini 

adalah kendaraan pelanggar yang terekam  kamera akan 

dikonfirmasi melalui surat yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu 

Lintas di masing-masing wilayah. Setelah komputer tersebut 

merekam, secara otomatis akan terbentuk surat tilang lengkap 

dengan isi penjelasan pelanggaran yang dilakukan 

pengendara. Kemudian, akan ditandatangani oleh Kasat 

Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Rafly Yusuf Nugraha. 

Dari nomor polisi kendaraan tersebut akan diketahui jenis 

kendaraan, pemilik serta alamatnya. Surat tilang kemudian 

dikirimkan ke alamat pelanggar yang tertera pada Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) melalui pos. 

Selanjutnya, untuk penyelesaian penilangan, pelanggar harus 

konfirmasi dan melakukan pembayaran denda secara online 

melalui BRIVA seperti melalui teller bank, ATM, atau Mobile 

Banking sesuai petunjuk pada surat tilang yang dikirimkan ke 

alamat pelanggar. Batas waktu konfirmasi sampai 7 hari.  Jika 

pelanggar tidak membayarkan denda, maka kendaraan 

tersebut akan diblokir sementara di Kantor Samsat.
15

  

Mengenai tingkat akurasi tangkapan gambar dalam 

sistem E-TLE, Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, AKP 

                                                           
13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan. 
14Yudistira Perdana Imandia, “Efektifkah CCTV Untuk Tilang Pelanggar Lalu 

Lintas?,” tirto.id, 2022. 
15 Rahajeng, “Ketahui Cara Kerja ETLE Agar Lebih Waspada Saat 

Berkendara,” digima.co.id, 2022. 



7 

Rafli Yusuf  Nugraha, mengatakan cara kerja sistem E-TLE 

menggunakan sejumlah kamera beresolusi tinggi dengan 

spesifikasi khusus yang mampu mengenali objek dengan baik 

dalam  kondisi penerangan optimal maupun saat gelap dengan 

tingkat akurasi gambar mencapai 90% khususnya sepanjang  

jalan protokol.
16

 Penerapan E-TLE dengan menggunakan 

kamera CCTV ini dilatarbelakangi oleh dua orientasi, yaitu 

mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas dan upaya 

meningkatkan nilai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 

dari denda tilang. Sehingga dengan diterapkannya E-TLE 

diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas 

hingga 50% di Kota Bandar Lampung. 

Dalam Islam melangggar lalu lintas jelas dilarang 

karena  tidak boleh ada seorang muslim pun yang melanggar 

peraturan negara dalam hal ini adalah peraturan berlalu lintas, 

karena perbuatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri 

dan juga pengguna jalan lainnya. Perintah tersebut tertuang 

dalam Surat al-Isra’ ayat 33 : 

 فَقَدِ مَظْلُومّا قُتِلَ وَمَنِ ۗ  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ 
مَنِصُورّا كَانَ إِنَّهُ ۗ   الْقَتِلِ فِي يُسِرِفِ فَلَا سُلْطَانّا لِوَلِيِّهِ جَعَلْنَا  

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu 

(alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, 

maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada 

ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui 

batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 

mendapat pertolongan”. (QS al-Isra’ [17] : 33) 

 
Dalam ayat tersebut tampak jelas bahwa hak untuk 

hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada 

penyelenggara negara. Negara dalam hal ini yaitu Pemerintah 

tidaklah membuat aturan ini kecuali sebagai usaha untuk 

                                                           
16 Silvana, “Lima Titik Kamera Tilang Elektronik Bandar Lampung Berlaku 

17 Maret 2021”,  lampung.idntimes.com, 2023. 
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mewujudkan kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya 

jangan sampai mencelakakan atau menghilangkan nyawa 

seseorang.  

Meskipun sudah diterapkan E-TLE di Kota Bandar 

Lampung, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

masih banyak masyarakat pengguna jalan yang belum 

mengetahui bagaimana mekanisme dari pelaksanaan E-TLE  

itu sendiri sehingga mereka tetap melakukan tindakan 

pelanggaran lalu lintas dan kurang mengutamakan 

keselamatan serta ketertiban antar sesama pengguna jalan 

sehingga Kepolisian menerapkan sistem E-TLE. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk membahas “Tinjauan Fiqh Siyāsah 

Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Sistem Tilang 

Elektronik (E-TLE) Di Kota Bandar Lampung (Studi 

Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian 

Fokus yang akan diteliti adalah Satuan Lalu Lintas 

Polresta Bandar Lampung. Dengan demikian yang menjadi 

subfokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota 

Bandar Lampung. 

2. Peran serta upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung 

dalam menjalankan sistem tilang elektronik (E-TLE) di 

Kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem tilang elektronik 

(E-TLE) dalam mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas 

di Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah terhadap 

pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota 

Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan E-TLE dalam 

mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah 

terhadap pelaksanan E-TLE di Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca dan penulis tentang manfaatnya. Adapun di antara 

manfaat yang diberikan: 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

informasi di Fakultas Syari’ah serta memberikan 

kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan. 

b. Penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan 

dan memberikan wawaasan keilmuan khususnya 

tentang ilmu ketatanegaraan mengenai  pelaksanaan 

sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Bandar 

Lampung menurut pandangan Fiqh Siyāsah 

Tanfidziyyah. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum  dalam ilmu Hukum 

Tatanegara pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan 

penelitian, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan 

penelitian yang masih relevan terhadap permasalahan yang 

menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi 

terhadap penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, 

peneltian ini masih sangat berbeda dengan penelitian 
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terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut 

yaitu: 

1. “Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronic Trafic Law 

Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Studi di Polresta Jambi)”. Disusun oleh Siska 

Ulansari/SHP.162199 Program Studi Hukum Pidana 

Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020.
17

 

Penelitian skripsi ini menjelaskan terkait penerapan sanksi 

denda sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi dan 

untuk mengetahui solusi dalam kendala penerapan sistem 

tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi. Metode 

penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan teknik analisis deskriptif  dengan 

menggunakan metode pengumpulan data melalui 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, karena dalam skripsi tersebut terfokus pada 

penerapan  sanksi denda pada sistem tilang elektronik di 

Kota Jambi dan solusi dari kendala penerapan sistem 

tilang elektronik tersebut, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah tentang  pelaksanaan 

penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) bagi 

pelanggar lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan 

tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah terhadap penerapan 

sistem tilang elektronik (E-TLE) sehingga dapat 

dinyatakan berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti. 

2. “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap 

Pelanggar Lalu Lintas (Studi di SATLANTAS Polres 

                                                           
17 Siska Ulansari, “Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronic Trafic Law 

Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, 

Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 

17. 
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Mataram)”. Disusun oleh Juliadi/D1A014163 Fakultas 

Hukum Universitas Mataram Tahun 2018.
 18

 

Tulisan dalam jurnal ini  ini menjelaskan terkait proses 

pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota 

Mataram dan bertujuan untuk mengetahui kendala dalam 

pelaksanaan tilang elektronik (E-Tilang). Metode yang 

digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode 

peneltitian hukum empiris. Dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. 

Sumber data ialah lapangan dan kepustakaan. Jenis data 

adalah primer dan sekunder serta analisis data dilakukan 

dengan analisis kualitatif. Pada dasarnya terdapat 

kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu 

tentang pelaksanaan E-Tilang (E-TLE). Namun objek 

penelitiannya berbeda, yang akan peneliti lakukan adalah 

di wilayah Kota Bandar Lampung. 

3. “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul”. 

Disusun oleh Rahmad Trianto/15340042 Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019. 
19

 

Membahas tentang penerapan sistem tilang elektronik di 

Kabupaten Bantul yang belum berjalan maksimal serta 

penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul ditinjau 

dari perwujudan prinsip Good Governance. Penelitian ini 

menggunakan hasil wawancara sebagai bahan primer, 

literatur seperti perundang-undangan, artikel, dan 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai 

sumber sekundernya, serta yuridis-empiris sebagai jenis 

pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini 

dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Dalam 

penelitian ini disebutkan beberapa faktor yang menjadi 

penyebab kelemahan penerapan sistem E-Tilang di 

Kabupaten Bantul dan penerapan sistem E-Tilang di 

                                                           
18 Juliadi, “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar 

Lalu Lintas” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018), 22. 
19 Rahmad Trianto, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul” 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 20. 
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Kabupaten Bantul telah memenuhi prinsip Good 

Governance. Sehingga penelitian yang akan peneliti 

lakukan berbeda dengan penelitian tersebut, baik dari 

objek penelitian maupun pokok bahasannya. 

4. “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang 

Elektronik (Studi Di Wilayah Kota Makassar)”. Disusun 

oleh Afrisa Cutrima Ayu Hartina Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Makassar Tahun 2019.
20

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap penerapan e-tilang di Kota 

Makassar, faktor penghambat dalam penerapan e-tilang di 

Kota Makassar dan mengetahui upaya yang harus 

dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi 

hambatan yang terjadi dalam penerapan e-tilang di Kota 

Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini selanjutnya diolah dengan menggunakan 

analisis kualitatif. Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang 

Penerapan Tilang Elektronik. Adapun perbedaannya dari 

penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana persepsi 

masyarakat terkait penerapan tilang elektronik di Kota 

Makassar sehingga objek kajiannya berbeda dengan 

penelitian penulis yang lebih memfokuskan kepada 

pelaksanaan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota 

Bandar Lampung ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. 

5. “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-

Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes 

Makassar”.
21

 Disusun oleh Muhammad Irham 

Toha/105640223615 Program Studi Ilmu Pemerintahan 

                                                           
20 Afrisa Cutrima Ayu Hartina, “Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan 

Tilang Elektronik” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2019), 19. 
21 Muhammad Irham Toha, “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui 

Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar” (Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 23. 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar Tahun 2021. 

Penelitian ini membahas tentang efeksivitas penerapan e-

government melalui sistem e-tilang  pada Satuan polisi 

lalu lintas Polrestabes Makassar beserta kendala dalam 

penerapannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus dengan 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. 

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti sistem e-tilang, 

adapun perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan 

kepada efektivitas penerapan e-government melalui sistem 

e-tilang dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan di 

Satlantas Polrestabes Makassar sehingga penelitian ini 

sangan berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa penelitian 

mengenai Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah Terhadap 

Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) Di Kota 

Bandar Lampung (Studi Pada Kepolisian Resort Kota 

Bandar Lampung) belum pernah ada yang meneliti 

sebelumnya, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut. 

 

H. Metode Penelitian.  

Adapun bagian bagian dari metode penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis Peneltian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research). Peneltian lapangan yaitu 

dengan karakteristik masalah  yang berkaitan dengan 

latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang 

diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
22

 Di sini 

                                                           
22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Alimi, 

1986), 33. 
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penulis akan melakukan penelitian di Satlantas 

Polresta Kota Bandat Lampung untuk meneliti 

bagaimana pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar 

Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini  bersifat 

deskriptif, yaitu suatu peneltian  yang digunakan 

untuk mendapatkan suatu gambaran secara aktual, 

sistematis dan akurat mengenai data-data, fakta-fakta 

dan sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok 

tertentu menurut apa adanya.
23

 Dalam konteks ini 

penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan 

data atau fakta sejauh mana peran aparat Satlantas 

menjalankan sistem E-TLE dalam upaya mengurangi 

pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang 

baru diterapkan dan bagaimana hukumnya menurut 

Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah. 

2. Sumber Data 

Data merupakan sekumpulan fakta atau bukti 

yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.
24

 

Adapun sumber data yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil secara 

langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, yang 

diperoleh langsung dari responden atau objek yang 

akan diteliti atau memiliki hubungan dengan objek 

yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang 

diperoleh melalui wawancara dan observasi, 

kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer ini 

diperoleh melalui wawancara dengan petugas 

Satlantas Polresta Bandar Lampung dan masyarakat 

                                                           
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi 

Revisi V (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), 17. 
24 Moh. Pabundika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2006), 57. 
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pengguna jalan. Serta peneliti melakukan observasi 

secara langsung mengenai sistem tilang elektronik (E-

TLE) di Kota Bandar Lampung yang kemudian 

peneliti dokumentasikan dalam bentuk foto yang ada 

di lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data data, yang dilakukan dengan cara membaca, 

menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan 

yang sesuai dengan pokok bahasan. Data sekunder 

pada penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

buku-buku, skripsi, jurnal, artikel-artikel ilmiah dan 

internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode interview/wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sebagai penunjang. 

a. Interview/Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik 

tertentu.
25

 Dapat pula dikatakan bahwa wawancara 

merupakan percakapan tatap muka antara 

pewawancara dengan sumber informasi, di mana 

pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek 

yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.
26

 Dalam 

hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

narasumber yaitu AIPDA Bunyamin Candra Budi 

S.Sos (Bintara Unit Gakum ETLE), BRIPKA Arief  

Maulana (Bintara Satlantas), BRIPKA Diky 

Darmawan, S.Kom (Bintara Satlantas), dan BRIPTU 

                                                           
25 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 

Cetakan Ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 107. 
26 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017), 327. 
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Marthadona Abas, S.H (Bintara Unit Gakum ETLE) 

dan masyarakat sebagai pengguna jalan sebanyak 4 

orang yatitu Bapak Edwin, Bapak Gunawan, saudari 

Veni, dan saudari Siffa. 

b. Observasi  

Metode observasi atau pengamatan langsung 

merupakan kegiatan pengumpulan data dengan 

melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan objek penelitian yang mendukung 

kegiatan penelitian sehingga dapat gambaran seara 

jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.
27

 

Metode observasi digunakan untuk membuktikan data 

yang diperoleh selama penelitian dengan penerapan 

metode observasi nonpartisipasi, di mana peneliti 

berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian 

dalam aktivitas yang dilakukan.
28

 Peneliti melakukan 

pengamatan tentang pelaksanaan sistem E-TLE di 

Kota Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan kumpulan data atau 

fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk, gambar, 

tulisan atau karya karya monumental dari seseorang, 

dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan 

harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan 

kebijakan. Dokumentasi gambaran berupa foto, 

gambar hidup, sketsa, dan lain lain. peneliti juga 

mencari data melalui dokumen-dokumen dan gambar-

gambar yang ada di lokasi penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari elemen yang 

berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki 

karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian 

                                                           
27 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Cetakan Ke-3 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 196. 
28 Sutrisno dan Hadi, Metodelogi Reseach Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 

2004), 151. 
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seorang peneliti karena itu dipandang sebuah 

penelitian.
29

 Adapun populasi dari penelitian ini 

adalah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian 

Resort Kota Bandar Lampung yang berjumlah 105 

anggota dan masyarakat sebagai pengguna jalan 

sebanyak 10 orang. 

b. Sampel   

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati 

dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat 

dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.
30

 

Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik 

purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan 

pertimbangan tertentu seperti korelasi (hubungan), 

kapabilitas (menguasai kemampuan), dan kompetensi 

(kemampuan) demi tercapainya tujuan penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut maka sampel dalam 

penelitian ini adalah 4 anggota Satlantas Polresta 

Bandar Lampung dan 4 masyarakat sebagai pengguna 

jalan. 

5. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan salah satu bagian 

terpenting dalam metode ilmiah karena dengan 

pengolahan data, data tersebut bisa memberikan solusi 

dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. 

Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) pengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan 

sesuai atau relevan dengan masalah. 

b. Sistematis Data (systematizing), yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan 

bedasarkan urutan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

                                                           
29 Syarifudin Sedermayati dan Hidayat, Metodologi Penelitian (Bandung: 

Mandar Maju, 2002), 34. 
30Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: 

Reneka Cipta, 2013), 173. 
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Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah 

keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 

adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat 

ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis 

menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan 

fakta-fakta yang umum dan peristiwa peristiwa yang 

konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan 

memberikan kemudahan bagi para pembaca, maka penulis 

mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima 

bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan masalah-

masalah yang erat kaitannya dengan pendahuluan skripsi ini 

sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai 

skripsi. Pembahasannya meliputi : Penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori. Berisi tentang tinjauan fiqh 

siyāsah secara umum yang meliputi : Pengertian Fiqh 

Siyāsah, Ruang Lingkup dan Bidang Kajian Fiqh Siyāsah, 

Sumber Hukum Fiqh Siyāsah, Metode Pendekatan Fiqh 

Siyāsah, Siyāsah Tanfidziyyah, dan Kaidah Fiqh Siyāsah 

Tentang Pelanggaran Umum. Serta berisikan pembahasan 

terkait Sistem Tilang Elektronik atau (E-TLE) yaitu 

Pengertian sistem tilang elektronik (E-TLE), perbedaan tilang 

dengan E-TLE, dasar hukum E-TLE, kelebihan dan 

kekurangan sistem E-TLE. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pembahasannya 

meliputi: Gambaran Umum Polresta Kota Bandar Lampung 

yang terdiri dari sejarah berdirinya Polresta Kota Bandar 

Lampung, visi dan misi dari Satlantas Polresta Kota Bandar 
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Lampung, struktur organisasi Satlantas Polresta Kota Bandar 

Lampung. Serta membahas tentang Pelaksanaan Sistem 

Tilang Elektronik (E-TLE) di Kota Bandar Lampung. 

Bab IV Analisis Penelitian. Pembahasan bab ini 

meliputi: Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) di 

Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung, dan Pandangan 

Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Sistem 

Tilang Elektonik (E-TLE) di Satlantas Polresta Kota Bandar 

Lampung. 

Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyāsah 

1. Pengertian Fiqh Siyāsah  

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Fiqh 

adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum 

syara‟. Secara bahasa fiqh adalah “paham yang 

mendalam”. Imam al Turmudzi seperti dikutip Amir 

Syarifudin menyebutkan “Fiqh tentang sesuatu” berarti 

mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata 

Faqaha diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak dua puluh 

kali, yang ke 19 (Sembilan belas) kali yang berarti 

“kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.
1
 

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan 

bahwa Fiqh mengetahui hukum-hukum syara‟ yang 

berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang 

terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran 

serta ijtihad serta memerlukan pemikiran dan perenungan, 

oleh karna itu Allah tidak dapat disebut “Faqih” karena 

bagi-Nya tidak ada sesuatau yang tidak jelas.
2
 Menurut 

istilah Fiqh “Ilmu atau Pemahaman tentang hukum-hukum 

syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-

dalilnya yang rinci. Dari definisi ini kita dapat pahami 

bahwa Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para 

ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut 

juga hukum Islam. Karena Fiqh bersifat ijtihidahiyah, 

pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut pun 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

                                                           
1 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 3. 
2 HM Sahid, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Surabaya: Pustaka Idea, 

2016), 9. 
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perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia 

itu sendiri.
3
 

Fiqh Siyāsah adalah ilmu tata negara Islam yang 

membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan 

umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, 

berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan yang berjalan pada syariat agama 

Islam.
4
 Sehingga berguna untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudharatan, yang mungkin timbul dari 

kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang 

dijalaninya. Abdul Wahab AL-Khallaf mendefinisikan 

Siyāsah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan 

untuk menerima ketertiban dan kemaslahatan serta untuk 

mengatur keadaan.
5
 Ibnu Taimiya turut mendefinisikan 

Siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di 

dunia dan mengambil manfaat darinya.
6
 Sementara Louis 

Ma’luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing 

mereka kejalan keselamatan. 

Adapun makna As-Siyāsah untuk penggunaan pada 

masa modern saat ini, adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan 

hukum dan peraturan daulah (Negara), serta 

hubungannya dengan dunia luar. 

b. As-Siyāsah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi 

kajian akan aturan-aturan Negara. Undang-undang 

dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. 

Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen 

negara serta segala perangkat yang digunakan dalam 

                                                           
3 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grub, 2003), 5. 
4 Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran 

Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 5. 
5 Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah Al Syar‟iyyah (Kairo: Dar al-Anshar, 

1977), 5-7. 
6 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 49. 
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aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang 

tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur 

negara atau metode-metode agar sampai pada 

kekuasaan, berdasarkan ilmu tentang hukum-hukum 

syara‟ yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami 

dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.
7
 

c. Adapun istilah As-Siyāsah As-Syar‟iyyah termasuk 

dalam kategori istilah yang tidak digunakann untuk 

menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu para 

ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi 

definisi beragam mengenai As-Siyāsah Syar‟iyyah 

diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali mengatakan “As-

Siyāsah As-Syar‟iyyah adalah perbuatan-perbuatan 

yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan 

jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya 

tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula 

diturunkan melalui wahyu. 

Sedangkan Ibnu Nujaim al-hanafi menyatakan hal 

yang tak jauh berbeda denga pernyataan ibnu Aqil al-

Hambali bahwa As-Siyāsah As- Syar‟iyyah merupakan 

perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang 

pemimpin untuk maslahat yang ia pandang baik, kendati 

dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil syar‟i 

yang sifatnya parsial. Nabi Muhammad SAW tidak 

meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan 

menggantikan  beliau sebagai pemimpin umat Islam setelah 

beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan 

tersebut kepada kaum Muslimin sendiri untuk 

menentukannya.
8
 

Menurut Abdul Wahab al-khallaf, “ia adalah ilmu 

yang mengkaji hal- hal yang berkaitan dengan pengaturan 

urusan-urusan daulah islamiyah berupa undang-undang 

dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syari‟at 

                                                           
7 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, Fiqh Siyasah Dan Pemikiran Politik 

Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 5. 
8 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015), 35. 
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Islam”, kendati dalam setiap perturan dan kebijakan 

tersebut tidak semua pada dalil khusus. Bahansi 

merumuskan bahwa Siyāsah Syar‟iyyah adalah pengaturan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan 

syara‟. Sementara para fuqaha mendefinisikan Siyāsah 

Syar‟iyyah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah 

untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang 

mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang 

tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun 

tidak terdapat dalil-dali yang khusus untuk itu. 

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut 

menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. 

Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan 

sosial. Kedua, metode fiqh syar‟i yang memberi petunjuk 

bagi para pemimpin dan ulil amri berupa kaidah-kaidah 

dan habitnya. Dan  dengan menganalisis definisi-definisi 

yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan 

hakikat Siyāsah Syar‟iyyah yaitu: 

a. Siyāsah Syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan 

dan pengaturan kehidupan. 

b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan (ulil al-amri). Syaikh Mahmud 

Syaltut mengatakan: “Ulil amri ialah para ahli pikir 

yang banyak dikenal oleh masyarakat. Memiliki 

kesempurnaan dalam membahas urusan-urusan dan 

mencari kemaslahatan.Tidak hanya mencari 

kemaslahatan tapi peduli pada kemaslahatan 

tersebut.
9
 

c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan (ijab al- 

mashalih wa daf al-mafasid). 

d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

roh atau semangat syariat Islam yang bersifat 

universal. Dalam penetapan hukum Islam dikenal 

dengan istilah Siyāsah Syar‟iyyah, yaitu suatu hukum 

                                                           
9 Faris Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam (Jakarta: Amzah, 2015), 83. 
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yang didasarkan kepada kemaslahatan dan 

kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat 

dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan 

bersama.
10

 

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-

undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah dan 

implementasi dari Siyāsah Syar‟iyyah dalam  masyarakat 

harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 

b. Meletakkan persamaan keduduka manusia di 

depan hukum dan di pemerintah (Al-musyawarah). 

c. Tidak memberatkan masyarakat dalam 

melaksanakannya (Adam al- haraj). 

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (Tahqid 

al-adalah). 

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan 

(Ijab al-mashalih wa daff al-mafasid) 

Islam sebagaimana dikenal mulai dari Madinah 

merupakan negara yang memiliki lembaga hukum, yakni 

hukum yang dipakai dalam Islam berdasarkan wahyu, dan 

kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan terlihat 

bahwa ayat-ayat mengandung soal-soal hidup 

kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-

ayat yang mengandung dasar hukum baik ibadah dalam 

kehidupan manusia disebut dengan ayat ahkam. Prinsip 

persamaan hak keadilan adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menetapkan Fiqh Siyāsah, keduanya 

harus diwujudkan denmi memelihara martabat manusia 

(basyariyah insaniyah). Nilai dasar keadilan di dalam 

sumber-sumber Islam banyak sekali, sebagaimana firman 

Allah dalam Al-Quran Surat An-nisa (4) ayat 58: 

 

                                                           
10 H. Muhammadong, Good Governance Dalam Persfektif Hukum Islam 

(Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 80. 
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ٌَّ ٱنهَّهَ  ََُٰثِ ۟  يَأْيُرُكُىِ أٌَ جُؤَدُّواإِ ًِحُى وَإِرَا أَهِهِهَب ۟  إِنَىَٰ ٱنْأَيَٰ ٍَ حَكَ  ٱنَُّبسِ ثَيِ
ًُىا أٌَ َّ ۟   ثِٱنْعَذِلِ ۟  جَحِكُ َّب ٱنهَّهَ إِ َّ ۟   ۦ ثِهِ يَعِظُكُى َِعِ ٌَ ٱنهَّهَ إِ  كَب

ًِيعّ ثَصِيّرا ا۟  صَ  
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha 

mendengar lagi maha melihat”. (Q.S An-nisa (4) 58) 

Fiqh Siyāsah dalam konteks terjemahan diartikan 

sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan 

Islam (Politik Islam). Agama Islam tidak terlepas dari 

urusan politik karena tugas negara menegakkan agama 

yang menjadi pengiring dalam jalannya urusan negara. 

Fiqh siyāsah sudah bisa memberikan arahan yang cukup 

jelas terhadap sumber-sumber Fiqh Siyāsah, yang mana 

Fiqh Siyāsah bersumber daris nash-nash Al-Quran dan 

juga Hadis, yang memberikan acuan dalam berlandaskan 

hukum Islam.  

 

2. Sumber Hukum Fiqh Siyāsah  

a. Al-Quran  

Al-Quran sebagai kalam Allah SWT yang sudah 

diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril 

kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menggunakan 

kata-kata dalam bahasa arab serta dengan makna yang 

sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi 

Rasulullah SAW dalam pengakuannya sebagai 

Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan 

pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama 

Islam  dan sebagai amal ibadah bila dibaca.
11

 

                                                           
11 Sohari H.Ahmad Sanusi, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2015), 15. 
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Allah Swt. berfirman: 

 

رِ مِنكُمأ ۖ فئَنِ  مَأ لِى ٱلْأ سُىلَ وَأوُ  َ وَأطَِيعىُا  ٱلرَّ ا  أطَِيعىُا  ٱللََّّ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنىُ 
يَ  

سُىلِ إنِ  ِ وَٱلرَّ ءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ ٱللََّّ تمُأ فِى شَىأ زَعأ مِ تنََ  ِ وَٱلأيىَأ مِنىُنَ بِٱللََّّ كُنتمُأ تؤُأ

سَنُ تأَأوِيلً  لِكَ خَيأرٌ وَأحَأ ءَاخِرِ   ذَ   ٱلأ

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (A-

Quran) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. (Q.S An-nisa: 59) 

 

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan 

Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, 

karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa 

yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah 

menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para 

Rasul yang akan menyampaikan syari’at Allah kepada 

manusia sehingga kita wajib untuk   menaati  mereka. 

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, 

hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh 

pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali 

manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau 

mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, 

maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka 

harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi  perintah 

Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas 

serta   menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang 

memaksa.
12

 

Dalam Fiqh Siyāsah, Amar ma‟ruf nahi mungkar 

serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat 

                                                           
12 Ahmad Musthafa Al-Maragh, Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V, 

Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra Semarang, 

1986), 119. 
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diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat 

memilih yang benar serta membuang yang salah bila 

disadari atau tidak.
13

 

b. Al-Hadis  

Al-Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah 

Al-Qur’an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari 

Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qaul 

(ucapan), fi‟il (perbuatan), maupun taqrir (ketetapan 

atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang 

diperbuat oleh Sahabat.
14

 Metode yang digunakan 

dalam membahas Fiqh Siyasah juga menggunakan 

ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan 

dengan fiqh- fiqh yang disebutkan, penggunaan 

metode ini dalam Fiqh Siyāsah terasa lebih penting. 

Alasannya, masalah Siyāsah tidak diatur secara 

terperinci oleh syariat    Al-Quran dan Al-Hadits.
15

 

Adapun dasarnya dinyatakan oleh Rasulullah SAW: 

 

ٍِ أَثِيِ هُرَيِرَةَ رَضِيَ انهَّهُ عَُِهُ قَبلَ: قَبلَ رَصُىِلُ الِله صَهَّى انهَّهُ عَهَيِهِ  عَ
ًَب كِحَبةَ الِله وَصَهَّىَ إَِِّي جَرَكْثُ فِيِكُىِ  ٍِ جَضِهُّىِا ثَعِذَ هُ ٍِ نَ شَيِئَيِ

ٍِ يَحَفَرَّقَب حَحَّى يَرِدَا عَهَيَّ انْحَىِضَ   وَصَُُّحِيِ وَنَ
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia 

berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 

„Alaihi Wa Sallam: Aku tinggalkan dua perkara yang 

kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang 

teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan 

Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah 

sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di 

Surga).” (HR. Al-Baihaqi).
16

 

                                                           
13 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zhada, Fiqh Siyasah Dan Pemikiran 

Politik Islam (Jakarta: Erlangga), 40. 
14 S H Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan, CET 1 

(Yogyakarta: FH UII PRESS, 2020), 53,  
15 Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2003), 53. 
16 Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Hadits-Hadits Yang 

Memerintahkan Kita Untuk Mengikuti Nabi Dalam Segala Hal,” almanhaj, “t.t”, 
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3. Metode Penetapan Fiqh Siyāsah 

Secara umum, dalam fiqh siyāsah, digunakan metode-

metode seperti: 

a) Al-Qiyas 

Al-Qiyas dalam fiqh siyāsah, digunakan untuk mencari 

illat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari 

suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain 

pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah- 

masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum 

yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. 

Penggunaan Al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam 

memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi 

kenyataanya, tidak semua masalah baru dapat 

dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam 

keadaan demikian, digunakan metode lainnya. 

b. Al-Mashalahah al-Mursalah 

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakaan 

dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan 

yang tidak diatur oleh syari‟at Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Oleh karena itu, penerapan al- Mashlahah al-Mursalah 

harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan 

akurat juga dalam kepustakaan fiqih, dikenal dengan 

istilah  Istqra’. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan 

al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan 

kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan 

kemafsadatan.  

c. Sadd al-Dzariah dan Fath al- Dzari‟ah 

Dalam Fiqh Siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai 

upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari 

kemafsadatan. Dan Fath al- Dzari‟ah digunakan sebagai 

upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai 

kemaslahatan.
17

 

 

                                                                                                                              
https://almanhaj.or.id/1985-hadits-hadits-yangmemerintahkan-kita-untuk-mengikuti-

nabi-dalam-segala-hal.html 
17 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-

Qur‟an (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51. 
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d. Al-Adah 

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam Fiqh 

Siyāsah adalah Al- „Adah. Adah ini ada dua macam, 

yaitu: Al-adah ash shohihah dan Al-„addah al-fasidah.  

Al-„adah ash sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi 

syara‟, sedangkan Al-„adah al-fasida yaitu adat yang 

bertentangan dengan syara’. 

e. Al-Istihsan 

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang 

mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil 

yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn’ 

Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat diantara dua 

dalil”. 

f. Kaidah-Kaidah Kulliyah Fiqhiyah 

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk 

melihat ketepatan pelaksanaan Fiqh Siyāsah. Kaidah-

kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam 

penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian dan 

syarat-syarat tertentu. 

 

4. Ruang Lingkup dan Bidang Fiqh Siyāsah 

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau 

kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa 

objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan 

metodenya. Fiqih Siyāsah adalah ilmu yang otonom sekalipun 

bagian dari ilmu Fiqih. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy 

mengungkapkan bahwa bahasan ilmu Fiqih mencakup 

individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang 

ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kakayaan, 

warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan 

dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan 

traktat. 

Objek Fiqh Siyāsah menjadi luas, sesuai kapasitas 

bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan 

hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan 

dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun 
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pengatuaran-pengaturan lain yang dianggap penting oleh 

sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan 

Negara tersebut. 

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyāsah. Ada yang 

membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi 

empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah 

terlalu terprinsipil. Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang 

dituangkan berdasarkan karangan Fiqh Siyāsah nya yaitu Al 

ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang 

lingkup Fiqh Siyāsah adalah sebagai berikut:
18

 

a. Siyāsah Dustūriyyah (Politik Perundang-undangan) 

b. Siyāsah Maliyyah (Ekonomi dan Moneter) 

c. Siyāsah Qadla‟iyyah (Peradilan) 

d. Siyāsah Harbiyyah (Hukum Perang) 

e. Siyāsah Idariyyah (Administrasi Negara) 

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf, di dalam 

bukunya yang berjudul al-Siyāsah al-Syar‟iyyah lebih 

mempersempitnya menajdi tiga bidang, yaitu: 

1. Siyāsah Dustūriyah (Perundang-undangan) 

2.  Siyāsah Dauliyah (Hubungan Internasional) 

3. Siyāsah Maliyah (Keuangan negara). 
19

 

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, Hasby 

Ashiddieqy, menyatakan bahwa obyek kajian  Fiqh Siyāsah 

berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan 

pentadbirannya, dengan mengingat penyesuaian pentadbiran 

ini dengan jiwa syari‟ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang 

khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-

nash yang merupakan syari‟ah amah yang tetap.
20

 dan Hasby 

membagi ruang lingkup Fiqh Siyāsah menjadi delapan bidang 

beserta penerangannya, yaitu: 

                                                           
18 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama), 53. 
19 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah (Jakarta: Darul Falah, 2016), 

65. 
20 Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar‟iyyah (Yogyakarta: 

Madah), 8. 
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a. Siyāsah Dustūriyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan). 

b. Siyāsah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (kebijakan tentang 

penetapan hukum). 

c. Siyāsah Qadla‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan 

peradilan). 

d. Siyāsah maliyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi 

dan moneter). 

e. Siyāsah Idariyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan 

administrasi negara). 

f. Siyāsah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah 

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional). 

g. Siyāsah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan 

undang-undang). 

h. Siyāsah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik peperangan).
21

 

Secara garis besar, objek kajian fiqh siyāsah secara 

substansial berakitan dengan ketatanegaraan, yang di 

dalamnya membicarakan perihal berikut :  

a. Hak-hak individu dalam bernegara;  

b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai 

warga negara; 

c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik;  

d. Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara;  

e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan 

umum demi mencapai federitas suatu pemerintahan;  

f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik 

masyarakat dan negara;  

g. Pelaksanaan demokrasi politik; 

h. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan 

i. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.  

Dari beberapa uraian ilmuan di atas, tampak objek 

kajian fiqh siyāsah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab 

Khallaf  lebih sederhana.
22

 

                                                           
21 Ibid., 9. 
22 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Daruttarats, 1978), 87. 
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a. Politik perundang-undangan (siyāsah dustūriyah), 

meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh 

lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan 

admnistrasi pemerintah oleh birokrasi atau eksekutif.  

b. Politik luar negeri (siyāsah dauliyah),  meliputi hubungan 

keperdataan antara warga negara Muslim dengan warga 

negara non Muslim yang berbeda kebangsaaan (Hukum 

Perdata Internasional), hubungan diplomatik antar negara 

Muslim dan non Muslim (Hubungan Internasional). 

c. Politik keuangan dan moneter (Siyāsah maliyah), 

meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan 

internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan 

perbankan.  

Adapun objek kajian fiqh siyāsah yang berlaku secara 

formal sebagai kajian ilmiah yaitu sebagai berikut:  

1) Fiqh siyāsah dustūriyah, mencakup bidang kehidupan 

yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang 

sebagai berikut: 

a) Persoalan imāmah, khalifah, hak dan kewajibannya  

b) Persoalan rakyat, status dan hak-haknya 

c) Persoalan bai‟ah dari zaman ke zaman 

d) Persoalan waliyatul ahdi 

e) Persoalan perwakilan 

f) Persoalan ahlul halli wal aqdi 

g) Persoalan wizārah, sistem pemerintahan presidential 

dan parlementer. 

2) Fiqh siyāsah maliyah (politik ekonomi), yang tidak 

terlepas dari al-Qur‟an, Sunnah Nabi praktik yang 

dikembangkan oleh al-Khulafa’ al-Rasyidin, dan 

pemerintahan Islam sepanjang sejarah.  

a) Sumber-sumber perbendaharaan Negara 

b) Pengeluaran dan belanja Negara 

c) Baitul māl dan fungsinya.
23

 

                                                           
23 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran 

(Yogyakarta, 2014), 44. 
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3) Fiqh siyāsah dauliyah, hubungan internasional dalam 

Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis 

dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat 

islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari 

al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua 

sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam 

kajian fiqh al-siyar wa al-jihad (Hukum nternasional 

tentang perang dan damai).
24

 

a) Persoalan internasional 

b) Teritorial 

c) Nasionalitas dalam Fiqh Islam 

d) Pembagian dunia menurut Fiqh Islam 

e) Masalah penyerahan penjahat 

f) Masalah pengasingan dan pengusiran  

g) Perwakilan asing, tamu-tamu Negara, orang-orang 

dzimmi 

h) Hubungan asing, tamu-tamu Negara, non Muslim 

dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam 

sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana 

qishash.  

4) Fiqh siyāsah harbiyah   

a) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam  

b) Masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan 

keamanan serta perlakuan dalam peperangan 

c) Tawanan perang, ghaniman harta peperangan 

d) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.
25

 

 

5. Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah 

a) Pengertian Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah 

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku Fiqh 

Siyasah, Siyāsah Tanfidziyyah adalah tugas 

melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan 

negara memiliki kekuasaan eksekutif (Al-sulthah Al-

tanfidziyyah). Negara memiliki kewenangan untuk 

                                                           
24 Ibid., 43. 
25 Ibid., 45. 
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menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini 

negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan 

dengan negara lain (hubugan internasional). Pelaksana 

tertingggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang 

berbeda anatara satu negara dengan Negara Islam 

lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang 

tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 

Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus 

sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.
26

 

 

b) Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah 

Siyāsah Tanfîdziyyah mencakup bidang kehidupan 

yang sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Konsep Imamah/Imam 

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imam 

yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang 

memimpin bawahanya. Imamah sering juga disebut 

khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi 

rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang 

mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin 

pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.
27

 Di 

dalam AlQur’an tidak disebutkan kata Imamah, yang 

ada hanya kata imam (pemimpin) dan A‟immah 

(pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya  

ayat 73 sebagai berikut: 

ٌَ ثِأَيِرََِب وَأَوِحَيَُِب إِنَيِهِىِ فِعِمَ انْخَيِرَاتِ وَإِقَبوَ  َّةً يَهِذُو وَجَعَهَُْبهُىِ أَئِ
ٍَ نََُب وَكَبَُىا ۟ۖ انصَّهَبةِ وَإِيحَبءَ انزَّكَبةِ  عَبثِذِي  

                                                           
26 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Persada), 158. 
27 Prof. H. A.Djazuli, Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah” (Jakarta: 

Kencana, 2004), 93. 
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“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai 

pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan 

perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, 

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 

sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada 

Kamilah mereka selalu menyembah.” (Q.S. Al-

Anbiya:21 ayat 73) 

 

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak 

untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila 

kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu 

hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal 

untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, 

sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.  

2) Konsep Khilafah/Khalifah 

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem 

pemerintahan  

Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah 

SAW dengan  

segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah 

Rasulullah SAW.  Sedangkan khalifah adalah pemimpin 

tertinggi umat Islam sedunia, atau  disebut juga dengan 

imam a‟ zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara 

Islam sedunia atau disebut dengan khilafat al-muslim. 

3) Konsep Wizarah 

Kata Wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti 

altsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang 

Wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. 

Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan 

pemerintah pelaksanaan. Dalam bahasa arab dan persia 

modern, Wazir mempunyai pengertian yang sama dengan 

mentri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.  

Pengertian Wazir sebagai pembantu dapat dilihat 

dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam 

membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi 

Muhammad SAW. Abu Bakar melaksanakan peran penting 

sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara 
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yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani 

Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. 

Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan 

sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai 

persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, 

Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami 

umat Islam sholat berjamaah.
28

 

Di samping itu, kementerian juga mendapatkan 

kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, 

karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk 

itu, kementrian perlu mengawasi pendanaan dan 

pembaginnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap 

tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau 

Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya 

bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat 

bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel 

kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan 

dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara 

bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.
29

 

Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:  

a. Wizarah al-tahwidziyah (kementerian delegatori)  

adalah wazir yang diserahi tugas/wewenang tentang 

pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) 

berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri 

maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi 

juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik 

langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. 

Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata 

lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan 

wazir, kecuali tiga hal: Pertama, penentuan putra 

mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang 

yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat 

                                                           
28 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20. 
29 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16. 
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mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam 

boleh mengundurkan diri dari imamah30
 

b. Wizarah al-tanfidziyah (kementerian pelaksana)  

Adalah wizar yang hanya melaksanakan apa yang 

diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang 

telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi 

dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, 

selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.
31

 

4) Konsep Ahli halli wa al- aqdi  

Ahli halli wa al- aqdi adalah orang-orang yang 

mempunyai wewenang untuk mendongakan dan 

(mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama Fiqh untuk 

sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil 

umat untuk menyuarakan hati nurani meraka. Tugasnya 

antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara 

langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting 

memilih salah satu di antara Ahl al-imamah. Golongan 

yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.
32

 

Siyāsah Tanfidziyyah ini berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. 

kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan 

perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang 

dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran 

penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur 

rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari 

ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil 

keputusan untuk kemaslahatan umat.  Persoalan Siyāsah 

Tanfidziyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal 

pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-

Qur’an maupun Hadis,  Maqᾱṣid Syari‟ah, dan semangat 

ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-

dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam 

                                                           
30 Ibid., 169. 
31 Ibid., 170. 
32 Jimmly Ash- Shidiqie, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi 

(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308. 
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mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat 

berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.
33

 

Sehingga pada penelitian ini kajian Fiqh Siyāsah yang 

digunakan adalah Siyāsah Tanfidziyyah. 

Tujuan pokok hukum Islam adalah kemashlahatan 

manusia, kemaslahatan itu akan terwujud dengan 

terpeliharanya lima nilai universal ini meliputi terpeliharanya 

agama (Hifẓ ad-din), terpelihara jiwa (Hifẓ an-nafs), 

terpelihara keturunan (Hifẓ an-nasl), terpelihara harta (Hifẓ al-

mᾱl), dan terpelihara akal (Hifẓ al-„aql). Mukallafin akan 

memperoleh kemaslahatan, sekiranya mereka dapat 

memelihara lima nilai universal tersebut. Sebaliknya, mereka 

akan merasakan adanya kemafsadatan (kemudaratan), jika 

tidak memelihara lima nilai universal dimaksud dengan baik.
34

 

1. Memelihara Agama (Hifẓ Ad-Din) 

Memelihara agama dalam peringkat Ad-ḍarῡriyyah, yaitu 

memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang 

masuk peringkat primer. Memelihara agama dalam 

peringkat Al-hājiyyah, yaitu melaksanakan ketentuan 

agama, dengan maksud menghindari kesulitan. 

Memelihara agama dalam peringkat At-tahsiniyyah, yaitu 

mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi 

martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan 

kewajiban terhadap Tuhan. 

2. Memelihara Jiwa (Hifẓ An-Nafs) 

Memelihara jiwa dalam peringkat dlaruriyah, kalau 

kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi jiwa manusia. Memelihara jiwa 

dalam peringkat hājiyyah, kalau kegiatan ini diabaikan, 

maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, 

melainkan hanya mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa 

                                                           
33 H.A. Djazali, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta:Kencana,2003). 47-48. 
34 M Darwadi, “Analisis Maqasid Asy- Syari’ah Terhadap Radikalisme 

Keagamaan Di Indonesia,” As-Siyasi Journal of Constitutional Vol. 1, no. 1 (2021): 

10. 
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dalam peringkat tahsiniyah, kegiatan ini hanya 

berhubungan dengan kesopanan dan etika. 

3. Memelihara Keturunan (Hifẓ An-Nasl) 

Memelihara keturunan dalam peringkat ad-ḍarūriyyah, 

kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan 

akan terancam. Memelihara keturunan dalam peringkat 

hājiyyah, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan 

mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 

mempersulit hidupnya. Memelihara keturunan dalam 

peringkat taẖsiniyah hal ini dilakukan dalam rangka 

melengkapi kegiatan perkawinan. 

4. Memelihara Harta (Hifẓ Al-Mal) 

Memelihara harta dalam peringkat ad-ḍarūriyyah, apabila 

aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi 

harta Memelihara harta dalam peringkat hājiyyah, apabila 

cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam 

eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang 

memerlukan modal. Memelihara harta dalam peringkat 

tahsiniyah, hal ini erat kaitannya dengan etika 

bermuamalah atau etika bisnis.
35

  

5. Memelihara Akal (Hifẓ Al-„aql) 

Memelihara akal dalam peringkat ad-ḍarūriyyah, jika 

ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dalam 

peringkat hājiyyah, kalau kegiatan ini diabaikan maka 

tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri 

seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Memelihara akal dalam peringkat 

tahsiniyyah, hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan 

mengancam eksistensi akal secara langsung. 

Berkaitan dengan penerapan sistem tilang elektronik 

(E-TLE) merupakan salah satu bentuk upaya dalam 

mengaplikasikan Maqᾱṣid Syari‟ah dalam melindungi  

jiwa (Hifẓ An-nafs), hal ini dimaksudkan jika terjadi 

                                                           
35 Fathurrahman Djamil dan Mardani, Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo, 

2013), 338. 
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kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Salah 

satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri 

sendiri bahkan membahayakan orang lain.  Islam 

mengajarkan  untuk pentingnya menjaga diri dan orang 

lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa.  

Salah satu  ciri yang memberikan martabat dan 

kemuliaan kepada manusia adalah kemampuan manusia 

untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dengan struktur 

fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau 

naluri memiiki martabat dan kemuliaan yang harus diakui 

dan dilindungi. Salah satu prinsip pengakuan dan 

perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia 

telah digariskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33 

 

 فَقَذِ يَظْهُىيّب قُحِمَ وَيٍَ ۟   ثِٱنْحَقِّ إِنَّب ٱنهَّهُ حَرَّوَ ٱنَّحِى ٱنَُّفْشَ ۟  جَقْحُهُىا وَنَب
ٌَ ۥإََِّهُ ۟ۖ  ٱنْقَحِمِ فِّى يُضِرِف فَهَب صُهْطَُّٰب ۦنِىَنِيِّهِ جَعَهَُْب يَُصُىرّا كَب  

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang 

diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu 

(alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara 

zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan 

kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui 

batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang 

yang mendapat pertolongan”. (Q.S. Al-Isra:17:33) 

Dalam Q.S. Al-Isra ayat 33 tersebut dapat ditarik 

suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan 

nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. 

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup 

diwajibkan pada penyelenggara negara. Setiap amal yang 

disyariatkan Tuhan tidak hanya dimaksudkan untuk 

sekadar terlaksana secara formal, tetapi bermaksud untuk 

tecapainya kemaslahatan. Oleh karena itu, segala perintah, 

larangan dan takhyir (pilihan) dalam hukum Islam selalu 

mengacu kepada kemaslahatan untuk manusia. Setiap 

kebijakan yang memiliki maslahat dan manfaat bagi rakyat 
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maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, 

diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. 

Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan 

kemudharatan untuk rakyat, itulah yang harus disingkirkan 

dan dijauhi.
36

 

Dalam berlalu lintas misalnya, adanya rambu-rambu 

lalu lintas, dan penggunaan helm bagi kendaraan roda dua, 

dan penggunaan sabuk pengaman  bagi kendaraan roda 

empat tentunya untuk menghindari hal-hal yang akan 

membahayakan diri. Pemerintah berhak memberikan 

hukuman bagi yang melanggar aturan dengan hukuman 

yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. 

Budaya hukum aparat penegak hukum menjadi bagian 

yang perlu mendapat perhatian. Aparat penegak hukum 

adalah ujung tombak penegakan hukum dalam sistem 

hukum Indonesia. Aparat kepolisian yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan penindakan setiap kali 

terjadi pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum harus 

memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk 

menegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa 

kompromi. Aparat penegakan hukum lalu lintas harus 

menindak setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan pemerintah. Dengan demikian pembentukan 

budaya hukum dapat dimulai dari aparat penegak sebagai 

role model bagi masyarakat.37 Seperti yang dilakukan oleh 

Satuan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung dan daerah 

lainnya di Indonesia dengan menerapkan sistem tilang 

elektronik (E-TLE) bagi pelanggar lalu lintas. 

 

                                                           
36 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2014), 148. 
37 Et.al. Hasanuddin Muhammad, “Problematika Kebijakan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19,” As-Siyasi: Journal 

of Constitutional Law, Vol. 2, no. 1 (2022): 87, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI. 
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6. Kaidah Fiqh Siyāsah Tentang Pelanggaran Aturan 

Umum 

Di dalam syariat Islam dikenal istilah kaidah Fiqh, yang 

berfungsi untuk mengatur berbagai macam permasalahan 

syariat sehingga dengan kaidah tersebut setiap umat manusia 

akan dipermudah untuk memecahkan permasalah-

permasalahan yang beraneka ragam. Tidak dapat dielakkan 

Islam mengatur segala aspek kehidupan demi kemaslahatan, 

meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pelanggaran 

aturan umum, namun Islam selalu mendahulukan upaya-

upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menciptakan 

kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal 

tersebut terdapat kaitannya dengan kemaslahatan dan 

kemudharatan sehingga masyarakat dapat menjalankan 

hidupnya dengan mengutamakan kemaslahatan tanpa adanya 

kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaiah-kaidah hukum 

Islam, yaitu : 

 انضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”38
 

ًَصَبنِحِ ًَفَبصِذِ يُقَذَّوْ عَهَى جَهْتِ انْ  دَرِءُ انْ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada 

upaya mengambil kemaslahatan”39
 

Kedua kaidah hukum Islam di atas sesuai dengan 

prinsip bahwa perhatian syara‟ terhadap larangan lebih besar 

dari pada perhatian syara‟ terhadap apa-apa yang 

diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya 

manfaat, namun di dalamnya juga terdapat mafsadah, maka 

haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau 

                                                           
38 Y. Yudesman, “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam,” Al-

Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 11, no. 5 (2014): 1–16, 

https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1194. 
39 Nashih Nashrullah, “Melonjaknya Covid-19 Dan Fleksibilitas Beragama 

Kita,” republika.co.id, 2019. 
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kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar 

sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. 

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas terdapat penerapan 

sistem E-TLE yang dapat membantu Satlantas Polresta 

Bandar Lampung untuk mengatur persoalan umat dalam hal 

berlalu lintas. Penerapan sistem E-TLE merupakan bentuk 

upaya dalam mengaplikasikan Maqᾱṣid Syariah untuk 

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan 

atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Maqᾱṣid al-

syari‟ah tersebut adalah  maslahat, karena penetapan hukum 

dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.40
 Dalam hal 

berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan 

yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah 

atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. 

 

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan 

Sistem tilang elektronik merupakan implementasi 

teknologi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam 

berlalu lintas secara elektronik demi tercapainya keamanan, 

ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas.  Dalam upaya 

meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pemerintah 

mengeluarakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut 

dengan UU LLAJ). Undang-Undang ini mengatur dan 

mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu 

lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang 

dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang 

terpadu. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu 

lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai 

operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas 

                                                           
40 Yubsir Yubsir, “Maqâshid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks 

Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam,” Al-‟Adalah,  Vol. 11, no. 241 (2013), 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/265/432. 
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dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui 

pusat kendali dan data. 

Pasal 272 UU LLAJ berbunyi “Untuk mendukung 

kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Dan 

hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud 

dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
41

 Undang-

Undang ini juga berdasar pada semangat bahwa 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat 

lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para 

pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) 

lainnya. 

Untuk mengatasi permasalahan yang sangat 

kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya 

forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum lalu lintas dan 

angkutan jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang 

berfungsi sebagai sarana untuk mensinergikan tugas pokok 

dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan 

angkutan jalan dalam rangka mengenalisis permasalah, 

menjabatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum 

lalu lintas dan angkutan jalan tersebut mempunyai tugas 

melakukan koordinasi antar intansi penyelenggara yang 

memerlukan keterpauan dalam merencanakan dan 

menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, 

sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur 

pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
42

 

UU LLAJ dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

selamat, aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda 

angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, 

memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan 

dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi 

                                                           
41 Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 
42 Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
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martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya 

bangsa; terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum 

bagi masyarakat.
43

 

 

C. Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) 

1. Pengertian Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sangat pesat membuat pihak Kepolisian 

berpartisipasi menciptakan inovasi guna meningkatkan 

sistem penegakan hukum berupa tilang yang berbasis 

elektronik. Secara umum, tilang elektronik adalah suatu 

proses penegakan hukum dengan menggunakan sistem 

digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam 

proses penilangannya. 

Istilah tilang elektronik ini terdapat di beberapa 

peraturan perundang-undangan seperti: 

1) Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem 

informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan 

jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan 

penegakan hukum dengan alat elektronik. 

2) Pasal 272 bahwa untuk mendukung kegiatan 

penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan dapat digunaakan peralatan elektronik, 

dimana hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut 

dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. 

3) Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 80 

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada 

pokoknya bahwa pemeriksaan secara insidentil karena 

tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi 

pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau 

                                                           
43 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan. 
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tertangkap oleh alat penegakan hukum secara 

elektronik. 

4) Pasal 23, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas 

dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan 

dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, 

laporan dan rekaman peralatan elektronik. 

5) Pasal 28, pada pokoknya bahwa penindakan terhadap 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang 

didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik 

merupakan dasar bagi Petugas Polri atau PPNS 

dibidang lalu lintas untuk menerbitkan surat Tilang 

yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat 

penegak hukum elektronik, dimana surat tilang 

tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai 

pembertitahuan dan panggilan untuk hadir dalam 

sidang pengadilan. 

6) Pasal 87 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, 

bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk 

kepentingan pencegahan pengesahan atau 

perpanjangan regident kendaraan bermotor dan 

penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, ayat (5) 

bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk 

kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan 

oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor 

yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan 

melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang 

berdasarkan data elektronik telah melakukan 

pelanggaran lalu lintas. 

Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law 

Enforcement (E-TLE) merupakan implementasi teknologi 

untuk mencatat pelanggaran- pelanggaran dalam berlalu 

lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, 

ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu 
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lintas.
44

 Sehingga diharapkan seluruh proses tilang akan 

lebih efisien dan efektif membantu pihak kepolisian 

dalam manajemen administrasi. 

 

2. Perbedaan Sistem Tilang Manual dan E-TLE 

Sebelum adanya mekanisme tilang elektronik (E-

TLE), pengguna lalu lintas ketika melanggar aturan maka 

akan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau 

bukti pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan 

mekanisme E-TLE. Adapun perbedaan tilang manual 

dengan tilang elektronik (E-TLE) yaitu:
45

 

a) Tilang Manual 

1) Membutuhkan minimal 10 orang petugas setiap 

kegiatan penindakan. 

2) Dilakukan pada satu titik di suatu tempat. 

3) Petugas harus turun ke lapangan untuk penindakan. 

4) Hanya mampu melakukan penindakan jarak 50 

meter. 

5) Setelah pengguna melakukan pelanggaran lalu 

lintas, polisi akan memberika surat tilang secara 

langsung. 

6) Pelanggar harus hadir dalam sidang di Pengadilan 

Negeri. 

 

b) Tilang Elektronik (E-TLE) 

1) Pelanggar tidak perlu hadir dalam sidang di 

Pengadilan Negeri. 

2) Data tilang langsung terkoneksi dengan back office 

sehingga diperoleh data akurat. 

3) Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda. 

4) Mampu melakukan penindakan jarak 100 meter. 

5) Tidak membutuhkan petugas, sepenuhnya oleh 

sistem artificial intelligence.  

                                                           
44 Satlantas, “ETLE Polda Lampung," Polda Lampung, 2021, https://etle-

lampung.info/id/ 
45Yuli Nurhanisah, “Beda ETLE vs Tilang Manual,” indonesiabaik.id, 2021. 
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6) Dilakukan pada satu titik melalui kamera 

pengawas. 

7) Tidak ada petugas yang diturunkan. 

8) Setelah pengguna kendaraan terekam kamera dan 

melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi akan 

mengirimkan surat konfirmasi. 

 

3. Dasar Hukum Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) 

Penerapan E-TLE sendiri didasarkan pada  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  

Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan 

UU LLAJ), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya 

disebut dengan UU ITE), dan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan 

Bermotor di Jalan (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 

80 Tahun 2012).  

Pasal 272 UU LLAJ menjelaskan bahwa untuk 

mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan 

perangkat elektronik. Hasil penggunaan elektronik ini 

dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan 

berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Dalam 

Pasal 5 ayat  (1) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” 

selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan 

bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat 

bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku 

di Indonesia”. Pasal 249 ayat (3) huruf d UU LLAJ 

menyatakan bahwa “dukungan penegakan hukum dengan 

alat elektronik dan secara langsung. Yang dimaksud 

dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam 

kejadian untuk menyimpan informasi.  
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Terkait dengan Pasal 272 UU LLAJ di atas, 

kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP Nomor 

80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan 

atas hasil:
46

 

a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan 

bermotor di jalan; 

b. Laporan; dan/atau 

c. Rekaman peralatan elektronik. 

Berdasarkan hasil rekaman peralatan elektronik, 

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang (Pasal 28 

ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2012). Surat Tilang tersebut 

harus dilampirkan dengan bukti rekaman alat penegakan 

hukum elektronik (Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 

2012). Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar 

sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam 

sidang pengadilan (Pasal 28 ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 

2012). Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi 

panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, 

pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank 

yang ditunjuk Pemerintah (Pasal 28 ayat (4) PP Nomor 

80 Tahun 2012).  

Melihat pada peraturan  tersebut, terlihat bahwa 

surat tilang yang diberikan bukan secara elektronik, akan 

tetapi bukti dari penilangan tersebut yang berupa 

rekaman elektronik. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-TLE 

Penerapan E-TLE  merupakan sebuah pilihan yang 

efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang 

kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum 

                                                           
46 Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan. 
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semua masyarakat di Indonesia paham dengan teknologi. 

Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai 

adanya E-TLE sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih 

gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat 

dikatakan bahwa E-TLE ini efektif karena penerapan E-

TLE di Indonesia dan beberapa daerah termasuk Bandar 

Lampung masih dalam tahap uji coba, dari uji coba 

tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan 

pelayanan E-TLE selanjutnya. Namun, pilihan untuk 

menerapkan E- TLE sangat efektif dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dalam pelaksanaan E-TLE, keterbukaan informasi 

sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan 

pelanggaran lalu lintas terdapat dalam aplikasi serta telah 

terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi 

yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah 

denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar 

menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya 

proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung 

(biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan 

kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang 

dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang  

biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak 

bertanggung jawab kepada pelanggar. Kelebihan ETLE 

adalah kemampuan untuk menghemat waktu karena 

proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat 

dilakukan secara cepat dan mudah. Selain itu, sistem ini 

juga lebih efisien dalam memproses data sehingga 

kesalahan input dapat dicegah.
47

 

Adanya E-TLE tentu akan menunjang akuntabilitas 

dari kepolisian yang berwenang dalam menangani 

masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala 

pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rinci oleh 

sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada 

                                                           
47 DCT. “ETLE vs Tilang Manual, Ini Perbedaan Tilang Elektronik vs 

Konvensional,”  2023, https://dct.co.id/articles/etle-vs-tilang-manual-ini-perbedaan-

tilang-elektronik-vs-konvensional/ 
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data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. 

Jika terdapat hal yang mengganjal mengenai data yang 

ada, pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.  

Di antara beberapa kelebihan dari sistem E-TLE 

tersebut terdapat kekurangan yaitu dalam hal privasi 

pengendara yang terancam jika informasi pribadi mereka 

tersimpan di database milik pihak berwenang. Hal ini 

menimbulkan keraguan bagi beberapa orang tentang 

apakah sistem ini benar-benar aman atau tidak.untuk saat 

ini. Di sisi lain, tilang manual memiliki keuntungan yaitu 

adanya interaksi langsung antara petugas dengan 

pengendara sehingga ada ruang untuk klarifikasi atau 

pembelaan diri secara langsung. Namun, prosesnya 

cenderung lambat dan menghabiskan banyak waktu serta 

biaya. Selain itu, tilang manual juga rentan terhadap 

praktik korupsi oleh oknum petugas yang meminta suap 

sebagai imbalannya. Namun, untuk meminimalisir 

terjadinya pungutan liar (pungli), diberlakukanlah sistem 

E-TLE ini. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi 

transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.
48

 

 

5. Manfaat Sistem E-TLE 

Pelaksanaan sistem E-TLE memiliki manfaat sebagai 

berikut:
49

  

a. Kepastian Hukum 

Terwujudnya efektivitas penegakkan hukum, 

jaminan asas transparansi, dan kepastian hukum 

yang dibuktikan secara scientific berdasarkan 

rekaman hasil bukti pelanggaran. 

b. Smart City 

Sebagai bentuk kontribusi POLRI dalam 

mewujudkan Bandar Lampung sebagai smart city 

dan sejalan dengan reformasi birokrasi. 

 

                                                           
48 Ibid. 
49 Satlantas, “Manfaat ETLE”, Polresta Kota Bandar Lampung, 2022. 
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c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan 

bermotor, khususnya biaya balik nama (E-TLE 

memberikan dampak tertib administrasi 

kepemililkan kendaraan bermotor). 

d. Budaya Tertib Lalu Lintas 

Meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam 

berlalu lintas yang merupakan deterrence effect dari 

adanya sistem E-TLE. 

e. Mendukung Program Pemerintah 

Menjadi trigger support terhadap program 

pemerintah dan sebagai contoh penerapan kota tertib 

berlalu lintas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah penulis lakukan dan analisis, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas sistem E-TLE dalam mengurangi tindak 

pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung sudah 

efektif namun hasilnya belum maksimal. Hal ini 

disebabkan karena terbatasnya sarana pendukung seperti 

kamera E-TLE yang hanya berjumlah 5 buah kamera tilang 

dan 10 kamera pemantau yang tersebar di beberapa titik 

Kota Bandar Lampung mengakibatkan tidak semua 

pelanggaran lalu lintas dapat terekam oleh kamera tilang 

elektronik. Selain itu kekurangan sistem E-TLE hanya 

dapat merekam pelanggaran lalu lintas melalui plat nomor 

kendaraan. Kurangnya kesadaran masyarkat terhadap 

peraturan lalu lintas serta informasi mengenai mekanisme 

sistem E-TLE juga menjadi salah satu penyebab sehingga 

diperlukan kembali peraturan tindakan tilang manual 

(konvensional) kepada pelanggar lalu lintas berdampingan 

dengan pelaksanaan sistem E-TLE guna mengurangi angka 

pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung . Satuan 

Lalu Lintas Polres Kota Bandar Lampung melaksanakan 

sistem E-TLE  di Kota Bandar Lampung sesuai dengan 

Pasal 272 UU LLAJ. Adapun pihak Satlantas Polresta 

Bandar Lampung telah melakukan upaya untuk 

melaksanakan sistem E-TLE yaitu dengan melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung atau 

melalui radio, media sosial seperti Instagram, Facebook, 

pesan siaran Whatsapp, dan koran.  

2. Pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung yang 

dilakukan oleh Pemerintah melalui Satlantas Polresta 

Bandar Lampung sudah tepat dan memenuhi tujuan Fiqh 

Siyāsah Tanfidziyah. Kebijakan sistem E-TLE dirancang 

untuk memberikan kemaslahatan secara umum sekaligus 
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sebagai upaya  untuk menerapkan Maqāṣid Syari’ah, 

termasuk perlindungan jiwa (Hifẓ nafs) melalui ketaatan 

pada peraturan lalu lintas. Dalam Siyāsah Tanfidziyyah 

dianjurkan untuk menaati pemimpin dalam mengambil 

keputusan untuk kemaslahatan rakyat, sehingga sebagai 

warga Negara yang hidup di Negara hukum wajib menaati 

peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu 

contoh aturan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh 

masyarakat Kota Bandar Lampung dalam aturan berlalu 

lintas adalah pelaksanaan  sistem E-TLE. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian di Satlantas Polresta 

Bandar Lampung dan hasil kesimpulan, maka peneliti 

merekomendasikan sebagai berikut: 

1. Kepada Satlantas Polresta Bandar Lampung harus lebih 

aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem E-

TLE. Sehingga tidak ada lagi masyarkat yang merasa 

kurang mendapatkan informasi. Selain itu agar 

pelaksanaan sistem E-TLE dapat berfungsi dengan ideal 

dan maksimal, maka perlu juga ditambahkan jumlah 

kamera E-TLE yang akan dipasang di Kota Bandar 

Lampung berdampingan dengan pelaksanaan tilang 

manual. 

2. Masyarakat kota Bandar Lampung diharapkan untuk 

dapat lebih memahami dan mengetahui informasi serta 

wawasan tentang pelaksanaan sistem E-TLE. Masyarakat 

juga diharapkan memiliki kesadaran hukum akan 

pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat 

berkendara di jalan raya guna menekan angka kecelakaan 

dan pelanggaran lalu lintas. 
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penempatan kamera pada Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) 
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Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat 

Pengguna Jalan. 

 

 

 



 



Lampiran 9 : Pedoman Wawancara 

 Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Petuagas E-TLE Di 

Satlantas Polresta Bandar Lampung 

 

No  Pertanyaan Wawancara 

 

1.  Bagaimana proses perencanaan E-TLE dibuat di Kota 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana sistem E-TLE dioperasikan? 

 

 

3. 

Bagaimana efektivitas pelaksanaan E-TLE di Kota Bandar 

Lampung? 

 

4. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan E-TLE di Kota 

Bandar Lampung? 

 

5. Apa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya E-TLE 

secara maksimal di Kota Bandar Lampung? 

6. Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai pelaksanaan sistem E-TLE dan mekanisme 

pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar 

Lampung? 

7. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan 

pelaksanaan sistem E-TLE di Kota Bandar Lampung? 

 

 Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat Pengguna Jalan 

 

No. Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem E-TLE diterapkan di 

Bandar Lampung? 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan surat tilang 

elektronik? Kalau sudah, apa jenis pelanggaran yang 

dilakukan? 

3. Apakah Bapak/Ibu  tahu bagaimana mekanisme sistem E-



TLE dan cara membayar denda tilang? 

4. Menurut Bapak/Ibu sebagai pengguna jalan apa kelebihan 

dan kekurangan sistem E-TLE di Bandar Lampung? 

5. Apa masukan dari Bapak/Ibu untuk pihak Satlantas 

Polresta Bandar Lampung mengenai sistem E-TLE di 

Bandar Lampung? 

 

 

  



























 

 


